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Justifikasi Pajak Karbon

Pengenaan Pajak karbon sebagai solusi 

mitigasi iklim sekaligus penerimaan baru 

pascapandemi Covid-19
1

2
Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara penghasil emisi

karbon terbesar di dunia (BP Statistical Review of World 

Energy, 2019) 

3
Menutup gap pembiayaan perubahan iklim di mana 

membutuhkan Rp266,2 triliun per tahun
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4 Selaras dengan tren Internasional

Setidaknya 25 negara telah menerapkan pajak karbon 

(World Bank, 2020)

Wujud dari Paris Agreement

5 Komitmen menurunkan gas rumah kaca (GRK) hingga 29% 

(UU No 16 Tahun 2016)

6 Pajak karbon pro terhadap kesejahteraan masyarakat 

miskin yang relatif rawan terdampak perubahan iklim

7 Sumber investasi energi ramah lingkungan dan terbarukan

Sumber: bahan paparan Kemenkeu dalam Raker Komisi XI pada 28 Juni 2021



Pro Kontra Kehadiran Pajak Karbon
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Sumber: survei DDTC News, 23 Sept-masih berlangsung. Jumlah n sementara: 172 responden

Pajak karbon dapat menjadi solusi untuk

menangani pemanasan global??
Pajak karbon dapat menurunkan

konsumsi atas produk bahan bakar fosil??
Pajak karbon berpotensi kontraproduktif

terhadap kegiatan usaha dalam negeri??



Desain Pajak Karbon

Polluters Pays Principle1
Ruang lingkup yang selaras dengan ruang

lingkup kerusakan lingkungan2
Tarif sepadan dengan kerusakan lingkungan3
Berkepastian dan dapat diprediksi sehingga

memotivasi perbaikan lingkungan4

Peran dalam konsolidasi fiskal atau 

mengurangi ketergantungan pos pajak lainnya5
Distributional impact6

Bagaimana skema

pemungutannya?

Apa yang menjadi basis pajak?

Siapa yang akan dikenakan?

Berapa tarifnya?

Dampak dan upaya menjamin

efektivitasnya?

(Heyman, 2019)

Tantangan

Tidak ada batasan tertinggi

emisi yang bisa dihasilkan
Tantangan politik



Pro Kontra Desain Pajak Karbon

Menurut anda, kapan waktu ideal untuk

implementasi pajak karbon?
Berapa tarif yang ideal untuk awal

pengenaan pajak karbon?

Sumber: survei DDTC News, 23 Sept-masih berlangsung. Jumlah n sementara: 172 responden
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Pajak karbon akan mulai

dikenakan pada 2022 

untuk PLTU Batubara

Pajak karbon mulai 

diterapkan dengan tarif 

sebesar Rp30/kg CO2e

? ?



Studi Komparasi Pajak Karbon

Negara/Tahun 

Implementasi

Tarif

(USD$/tCO2e)
Sektor Sektor yang Dikecualikan Objek Pajak

Jepang

(2012)
3.00 Semua sektor Sektor industri, pembangkit, transportasi, pertanian, dan kehutanan Semua bahan bakar fosil

Singapura

(2019)
3,66 Sektor industri dan pembangkit Penggunaan bahan bakar tertentu, seperti pembakaran dari biomasa 

dan penggunaan perlengkapan lemari es/AC non-manufaktur 

Semua bahan bakar fosil

Kolombia

(2017)
4,45 Semua sektor Konsumsi gas alam yang tidak termasuk di sektor petrokimia dan 

kilang minyak, serta konsumen yang tersertifikasi karbon netral

Bahan bakar fosil cair dan gas yang 

digunakan untuk pembakaran

Spanyol

(2014)
17,48 Semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas 

HFCs, PFCs, dan SF6

Ekspor dan penggunaan gas berfluorinasi (gas F) Emisi GRK dari gas HFCs, PFCs, dan 

SF6

Prancis

(2014)

49.00 Sektor  industri, bangunan, dan transportasi  Operator sudah tercover EU ETS

 Proses industri tertentu (penggunaan non-combustion), 

produksi energi, pengangkutan, penerbangan, dan 

transportasi publik

Semua bahan bakar fosil

Chili

(2017)
5.00 Sektor pembangkit dan industri pada instalasi yang 

mengeluarkan emisi di atas 25.000 tCO2
-

Semua bahan bakar fosil

Finlandia

(1990)
68.00 Sektor industri, transportasi, dan bangunan Industri tertentu

Meksiko

(2014)

0.40-3.00 Sektor listrik, industri, transportasi jalan rasa, 

penerbangan, perkapalan, bangunan, limbah, 

kehutanan, dan pertanian

-

Sumber: DDTC News



Isu Lanjutan Pajak Karbon

Carbon Leakage

Isu ketersediaan energi terbarukan dan 

green economy
Program energy mix (bahan bakar nabati)

Struktur biaya

Bagaimana industri yang lebih ramah lingkungan bisa tercipta? 

Earmarking tax?

Insentif pajak

RUU HPP mengaitkan

kebijakan pajak karbon

dengan roadmap di 

bidang carbon pricing

serta agenda sektor

lingkungan hidup

!Tidak ada keseragaman

penerapan atau koordinasi

antarnegara

Tidak berlaku untuk

seluruh sektor

Carbon Leakage

• Isu daya saing

• Risiko mobilitas investasi

dan faktor produksi

Output channel
Investment 

channel

Fossil-fuel price 

channel

!
!



Isu Lanjutan Pajak Karbon
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Penerimaan dari pajak karbon sebaiknya dialokasikan untuk

apa?

Sumber: survei DDTC News, 23 Sept-masih berlangsung. Jumlah n sementara: 172 responden

Penerimaan Pajak Karbon

Revenue 

Neutrality

Expanded 

Spending

Forgoing Tax 

Revenue to 

Finance

Offsets

?
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